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L PENDAHULUAN

Perubahan hukum pidana melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru
(Malau, 2023) dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Yusmar, 2021)
merupakan salah satu agenda hukum paling strategis dalam perjalanan demokrasi Indonesia
pascareformasi (Suharto et al., 2024; Ayu Veguita Putri Ningsih & Marsal, 2025). Reformasi hukum
pidana ini tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya dekolonialisasi hukum warisan kolonial (Adinda et
al., 2024), tetapi juga sebagai instrumen politik hukum negara dalam menata ulang relasi antara negara,
warga negara, dan kekuasaan (Fajriyah et al., 2025). Dalam konteks negara demokratis, hukum pidana
memegang posisi sentral karena secara langsung bersinggungan dengan pembatasan kebebasan individu
(Khabouri et al., 2024), penggunaan kewenangan koersif oleh negara (Adi et al., 2024), serta jaminan
terhadap hak asasi manusia (Marhaendra et al., 2025). Oleh karena itu, pembaruan KUHP dan KUHAP
tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis legislasi, melainkan harus ditempatkan dalam
kerangka politik hukum yang mencerminkan arah, ideologi, dan kepentingan kekuasaan dalam sistem

demokrasi kontemporer Indonesia.
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Fenomena pengesahan KUHP Nasional pada tahun 2022 dan pembahasan intensif terhadap RUU
KUHAP memunculkan perdebatan publik yang luas, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum,
maupun masyarakat sipil (Wibowo & Yulianingsih, 2025). Sejumlah ketentuan dalam KUHP baru,
seperti pengaturan mengenai delik terhadap negara (Sari et al., 2025), lembaga kekuasaan
(Koriahningsih, 2024), moralitas publik (Bego et al., 2025), serta perluasan kriminalisasi tertentu
(Widyaastuty et al., 2024), dipandang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan ruang demokrasi
(Darmawan & Tongat, 2025). Di sisi lain, pembaruan KUHAP juga membawa implikasi serius terhadap
jaminan due process of law (Saputra et al., 2025), posisi tersangka dan terdakwa (Pawen et al., 2026),
serta keseimbangan kewenangan antara aparat penegak hukum (Pranoto et al., 2025). Data dan respons
publik yang tercermin dalam gelombang kritik, judicial review, serta laporan lembaga pemantau hak
asasi manusia menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa reformasi hukum pidana justru berpotensi
memperkuat kecenderungan represif negara jika tidak dikawal oleh prinsip supremasi hukum dan

perlindungan hak-hak warga negara secara konsisten (Lukum & Hukumu, 2025).

Kajian literatur mengenai reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar
penelitian sebelumnya menyoroti aspek historis dekolonialisasi KUHP, analisis normatif terhadap pasal-
pasal tertentu, serta perbandingan dengan sistem hukum negara lain (Nadianti & Kusumo, 2025).
Beberapa studi juga menekankan pentingnya harmonisasi hukum pidana nasional dengan standar hak
asasi manusia internasional serta prinsip negara hukum demokratis (Kansil & Putri, 2024). Di sisi lain,
kajian politik hukum telah menguraikan bagaimana produk legislasi sering kali mencerminkan relasi
kekuasaan antara negara dan masyarakat, termasuk potensi penggunaan hukum sebagai alat kontrol
sosial dan politik (Suhanda et al., 2024). Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih
terfragmentasi, dengan fokus yang terpisah antara analisis normatif, hak asasi manusia, dan dinamika

politik kekuasaan.

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami KUHP dan
KUHAP baru secara komprehensif sebagai produk politik hukum yang berada di persimpangan antara
supremasi hukum, kebebasan sipil, dan ketegangan kekuasaan dalam demokrasi kontemporer. Penelitian
sebelumnya belum secara mendalam mengintegrasikan analisis terhadap bagaimana desain normatif
kedua instrumen hukum pidana ini berinteraksi dengan praktik demokrasi, distribusi kekuasaan negara,
serta perlindungan hak-hak warga negara. Selain itu, masih terbatas kajian yang secara eksplisit
menempatkan pembaruan KUHP dan KUHAP sebagai indikator arah konsolidasi demokrasi atau

sebaliknya, gejala kemunduran demokrasi melalui instrumen hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melandasi pembaruan KUHP dan
KUHAP di Indonesia dengan menelaah implikasinya terhadap supremasi hukum, perlindungan
kebebasan sipil, serta relasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Secara khusus, penelitian ini berupaya
mengkaji bagaimana norma-norma dalam KUHP dan KUHAP baru mencerminkan orientasi kekuasaan

negara, sejauh mana prinsip negara hukum dan due process of law diakomodasi, serta bagaimana potensi
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ketegangan antara kepentingan negara dan hak warga negara dimanifestasikan dalam kerangka hukum

pidana yang baru.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum
normatif dengan perspektif politik hukum dan teori demokrasi kontemporer. Penelitian ini tidak hanya
menilai substansi norma secara yuridis, tetapi juga menafsirkan makna politik di balik pembentukan dan
pengaturan norma-norma tersebut. Kerangka politik hukum dalam penelitian ini digunakan secara
konkret untuk membaca bagaimana pilihan legislasi dalam pembaruan KUHP dan KUHAP
merefleksikan orientasi negara, distribusi kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta posisi
perlindungan hak warga negara dalam desain hukum pidana baru. Dengan demikian, penelitian ini
menawarkan pembacaan kritis terhadap KUHP dan KUHAP baru sebagai arena kontestasi antara
supremasi hukum, kebebasan sipil, dan kekuasaan negara, yang belum banyak dieksplorasi secara
sistematis dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus
pada telaah normatif pasal-pasal tertentu, penelitian ini menempatkan temuan empiris dari wawancara
dan FGD sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana politik hukum bekerja dalam praktik

pembentukan maupun penerimaan sosial terhadap regulasi baru tersebut.

Signifikansi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya kajian politik hukum dan hukum pidana dengan memberikan kerangka analisis yang lebih
komprehensif dalam memahami relasi antara hukum, demokrasi, dan kekuasaan. Selain itu, penelitian
ini memberikan insight bahwa reformasi hukum pidana tidak pernah netral, melainkan selalu
mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara agenda ketertiban negara dan tuntutan kebebasan sipil.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat
penegak hukum, serta masyarakat sipil dalam mengevaluasi dan mengawal implementasi KUHP dan
KUHAP baru agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis, perlindungan hak asasi

manusia, dan penguatan kebebasan sipil di Indonesia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan
empiris dipilih untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga
sebagai praktik sosial dan politik yang beroperasi dalam kehidupan nyata (law in action). Pendekatan
kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pandangan,
pengalaman, serta persepsi aktor-aktor yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
pembentukan dan implementasi KUHP dan KUHAP baru. Desain penelitian ini memungkinkan peneliti
untuk menggali bagaimana politik hukum bekerja dalam proses legislasi dan penegakan hukum pidana,
serta bagaimana norma-norma baru tersebut dipersepsikan dalam kaitannya dengan supremasi hukum,

kebebasan sipil, dan relasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Dengan desain ini, penelitian tidak
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bertujuan untuk mengukur fenomena secara statistik, melainkan untuk menginterpretasikan makna,

kepentingan, dan dinamika kekuasaan yang melatarbelakangi pembaruan hukum pidana.
B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun
tidak langsung dengan pembentukan, penerapan, dan pengawasan KUHP dan KUHAP baru. Mengingat
luasnya populasi tersebut, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan
informan penelitian. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan,
pengalaman, atau keterlibatan dalam isu hukum pidana dan demokrasi. Informan penelitian meliputi
akademisi hukum pidana dan hukum tata negara, praktisi hukum seperti advokat dan jaksa, aparat
penegak hukum, aktivis masyarakat sipil, serta perwakilan lembaga atau organisasi yang concern
terhadap isu hak asasi manusia. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang

beragam dan seimbang mengenai implikasi KUHP dan KUHAP baru dalam praktik.
C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama. Teknik pertama adalah wawancara
mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi-terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk
menggali pandangan informan mengenai latar belakang politik hukum pembaruan KUHP dan KUHAP,
dampaknya terhadap kebebasan sipil, serta implikasinya bagi supremasi hukum dan demokrasi. Selain
wawancara, penelitian ini juga menggunakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD)
untuk menangkap dinamika diskursif dan perbedaan pandangan antar informan. FGD digunakan untuk
mempertemukan berbagai perspektif, sehingga memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola argumen,
titik konflik, dan konsensus yang muncul dalam diskursus publik terkait hukum pidana baru. Teknik
pengumpulan data juga dilengkapi dengan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan,
naskah akademik, risalah rapat pembahasan undang-undang, serta laporan lembaga independen.

Kombinasi teknik ini dilakukan untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.
D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang berperan
dalam merancang pertanyaan, melakukan wawancara dan FGD, serta menafsirkan data yang diperoleh.
Untuk menjaga konsistensi dan fokus penelitian, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan
pedoman FGD yang disusun berdasarkan kerangka teori politik hukum, negara hukum demokratis, dan
hak asasi manusia. Instrumen bantu yang digunakan meliputi alat perekam suara, catatan lapangan, serta
matriks analisis data. Pedoman wawancara diuji secara terbatas sebelum pelaksanaan penelitian untuk
memastikan kejelasan pertanyaan dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Penggunaan instrumen ini

dimaksudkan untuk meningkatkan keakuratan dan keterandalan data yang dikumpulkan.

E. Prosedur Analisis Data
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Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan
transkripsi hasil wawancara dan FGD, kemudian dilanjutkan dengan proses pengodean (coding) untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Tema-tema tersebut
selanjutnya dikategorikan berdasarkan isu politik hukum, supremasi hukum, kebebasan sipil, dan relasi
kekuasaan. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka
teori yang digunakan. Data empiris dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku untuk melihat
kesesuaian atau ketegangan antara hukum tertulis dan praktiknya. Proses ini memungkinkan peneliti

untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitis dan argumentatif, bukan sekadar deskriptif.
F.  Langkah-Langkah Pelaksanaan (Opsional)

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap awal
adalah perumusan masalah dan penyusunan kerangka konseptual penelitian. Tahap berikutnya adalah
penyusunan instrumen penelitian dan penentuan informan. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data
melalui wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisis
data secara bertahap, yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data untuk memungkinkan
penyesuaian fokus penelitian apabila diperlukan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian dan

penarikan kesimpulan yang disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial dan hukum. Setiap informan
diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan diminta memberikan persetujuan secara sadar
(informed consent) sebelum wawancara atau FGD dilakukan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya
untuk melindungi keamanan dan kenyamanan informan. Selain itu, peneliti berkomitmen untuk menjaga
objektivitas, menghindari konflik kepentingan, serta menyajikan data dan temuan penelitian secara jujur
dan bertanggung jawab. Seluruh sumber rujukan dicantumkan sesuai dengan kaidah akademik untuk

menjamin integritas ilmiah penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

A. Karakteristik Informan Penelitian

Informan yang dipilih secara acak berdasarkan hubungan dan pemahaman mereka tentang perubahan
KUHP dan KUHAP di Indonesia. Informasi terdiri dari akademisi hukum, praktisi hukum (advokat dan
jaksa), aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi
manusia dan demokrasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan
mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman profesional, serta pengetahuan informan terhadap isu
reformasi hukum pidana, sehingga data yang diperoleh memiliki relevansi substantif terhadap tujuan
penelitan. Gambar 1 menunjukkan distribusi informan berdasarkan latar belakang profesi dan

menunjukkan distribusi informan yang relatif seimbang antar kelompok.
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Akademisi

Praktisi Hukum

Masyarakat Sipil
Aparat Penegak Hukum

Gambar 1. Distribusi Informasi Penelitian

B. Temuan Terkait Isu Dominan dalam Pembaruan KUHP dan KUHAP

Meskipun tingkat pemahaman informan bervariasi, seluruh informan mengetahui adanya pembaruan
KUHP dan pembahasan KUHAP baru, dengan akademisi dan praktisi hukum lebih menekankan
substansi perubahan norma, sementara masyarakat sipil lebih menyoroti dampak sosial dan politiknya.
Variasi fokus perhatian tersebut tercermin dalam intensitas kemunculan isu utama sebagaimana
ditampilkan pada Gambar 2, yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil, supremasi hukum, dan relasi
kekuasaan merupakan isu yang paling sering muncul dalam wawancara dan FGD, sehingga

menggambarkan persepsi informan terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional.

Frekuensi

Supremasi Hukum Kebebasan Sipil Relasi Kekuasaan
Isu
Gambar 2. Frekuensi Isu dalam Wawancara dan FGD

Frekuensi isu pada Gambar 2 diperoleh melalui proses pengkodean tematik terhadap transkrip
wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD), kemudian dihitung berdasarkan jumlah
kemunculan tema utama pada seluruh data penelitian. Dominasi tiga isu menunjukan bahwa pembaruan

KUHP dan KUHAP tidak dipersepsikan semata sebagai perubahan teknis legislasi, tetapi sebagai arena
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publik hukum yang mempertemukan kepentingan negara, perlindungan hak warga negara, dan desain

ulang distribusi kewenangan dalam sistem peradilan pidana.
C. Temuan Terkait Supremasi Hukum

Berdasarkan data empiris, sebagian besar informan menyatakan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP
secara normatif memuat upaya penguatan sistem hukum nasional dan unifikasi hukum pidana.
Pandangan tersebut disampaikan oleh informan dari berbagai latar belakang profesi, sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 1, yang memperlihatkan keterlibatan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak
hukum, dan masyarakat sipil dalam penelitian ini. Informan menyebutkan adanya penegasan asas
legalitas, pengaturan pidana yang lebih sistematis, serta penyesuaian norma hukum pidana dengan
konteks sosial Indonesia. Data pada Tabel 1 berasal dari hasil wawancara semi-terstruktur yang direkam,
ditranskrip, kemudian diverifikasi kembali melalui proses reduksi data untuk memastikan konsistensi
jawaban antar informan. Temuan ini menunjukan bahwa negara berupaya membangun legitimasi
reformasi hukum melalui narasi kepastian hukum, kodifikasi nasional, dan modernisasi sistem pidana.

Tabel 1. Persepsi Informan terhadap Supremasi Hukum dalam KUHP dan KUHAP

Kode Latar Belakang Pernyataan Wawancara

Informan

I1 Akademisi hukum | Menyatakan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP menunjukkan upaya
unifikasi hukum pidana nasional yang lebih sistematis dibandingkan
regulasi sebelumnya.

12 Akademisi hukum | Menyebutkan bahwa asas legalitas ditegaskan kembali melalui perumusan
norma pidana yang lebih terstruktur dalam KUHP baru.

I3 Praktisi hukum Menilai bahwa secara normatif KUHP dan KUHAP baru memberikan

kerangka hukum yang lebih jelas dalam mengatur jenis pidana dan
prosedur penegakan hukum.

14 Praktisi hukum Mengungkapkan bahwa pembaruan hukum pidana mencerminkan
penyesuaian norma dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat
Indonesia saat ini.

15 Aparat penegak Menyatakan bahwa sistematika pengaturan pidana dalam KUHP baru
hukum dinilai lebih tertata dan memudahkan penerapan hukum di lapangan.

16 Aparat penegak Menyebutkan bahwa pembaruan KUHAP memberikan kepastian
hukum prosedural yang lebih baik dalam proses peradilan pidana.

17 Aktivis Menilai bahwa meskipun masih terdapat catatan kritis, secara normatif

masyarakat sipil pembaruan KUHP dan KUHAP menunjukkan upaya penguatan sistem
hukum nasional.

Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa sejumlah informan mencatat masih adanya ketentuan
yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan perumusan
norma yang bersifat umum dan terbuka. Variasi pandangan informan mengenai aspek supremasi hukum
tersebut divisualisasikan pada Gambar 3, yang menunjukkan perbedaan tingkat penilaian terhadap
kejelasan dan kepastian norma dalam KUHP dan KUHAP baru. Penyajian data pada Gambar 3
memperlihatkan bahwa meskipun kecenderungan umum mengarah pada pengakuan adanya penguatan
sistem hukum, masih terdapat pandangan yang menilai supremasi hukum belum sepenuhnya terwujud
secara konsisten. Perbedaan penilaian ini menunjukan adanya jarak antara tujuan normatif pembentuk

undang-undang dan tingkat kepercayaan publik terhadap implementasinya.
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Jumlah Informan

Sangat |elas Cukup Jelas Kurang Jelas
Tingkat Penilaian Kejelasan Norma

Gambar 3. Penilaian Informan terhadap Kejelasan dan Kepastian Norma KUHP dan KUHAP Baru

16 A

14

12 A

10 ~

Jumilah Informan

Kebebasan Sipil Supremasi Hukum Relasi Kekuasaan
Isu Utama

Gambar 4. Dominasi Isu dalam Pembaruan KUHP dan KUHAP

D. Temuan Terkait Kebebasan Sipil

Isu kebebasan sipil muncul sebagai temuan yang paling dominan dalam penelitian ini, dengan 17 dari
20 informan secara konsisten menyinggung potensi dampak pembaruan KUHP dan KUHAP terhadap
kebebasan berekspresi, berpendapat, dan partisipasi publik. Dominasi isu tersebut divisualisasikan
dalam Gambar 4, yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil memiliki frekuensi kemunculan tertinggi
dibandingkan isu lainnya di seluruh proses wawancara dan FGD. Pada Gambar 4 terlihat bahwa
perhatian terhadap kebebasan sipil muncul lintas kelompok informan, baik akademisi, praktisi hukum,
aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil, sehingga menegaskan posisi kebebasan sipil sebagai
temuan utama dalam hasil penelitian ini. Temuan tersebut menunjukan bahwa persepsi risiko terhadap

pembatasan ruang sipil menjadi perhatian bersama lintas profesi, bukan hanya pandangan kelompok
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masyarakat sipil semata. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum pembaruan pidana dibaca publik

sebagai proses yang berpotensi memperluas kontrol negara terhadap ekspresi dan partisipasi warga.
E. Temuan Terkait Relasi Kekuasaan

Salah satu temuan penting dari wawancara mendalam dengan informan adalah hubungan antara
kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Dari dua puluh informan yang diminta, 12 secara eksplisit
menyatakan pendapat mereka tentang perubahan dalam KUHAP baru yang berkaitan dengan pembagian
kewenangan dan mekanisme pengawasan. Pernyataan para informan menunjukkan perhatian yang
cukup konsisten terhadap penguatan kewenangan aparat penegak hukum, posisi tersangka dalam proses
hukum, dan mekanisme kontrol yang menyertainya. Tabel 2 menyajikan secara sistematis ringkasan
jawaban wawancara dari dua belas informan, yang mencakup pernyataan langsung dari praktisi hukum,
akademisi hukum, penegak hukum, dan aktivis masyarakat sipil. Ringkasan pada Tabel 2 disusun
melalui kategorisasi data berdasarkan tema relasi kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan hak
tersangka agar pola pandangan informan dapat terlihat secara sistematis. Temuan ini menunjukan bahwa
pembaruan KUHAP dipahami bukan hanya sebagai perubahan prosedural, tetapi juga sebagai penataan
ulang relasi kuasa antar-aktor penegak hukum dan warga negara dalam proses pidana.

Tabel 2. Temuan Terkait Relasi Kekuasaan dalam KUHAP Baru

Latar Belakang
Informan

1 Akademisi hukum | Menyatakan bahwa KUHAP baru memperlihatkan kecenderungan penguatan
kewenangan penyidik tanpa penguatan mekanisme pengawasan yang
seimbang.
2 Praktisi hukum Menilai adanya potensi ketimpangan relasi antara penyidik dan tersangka,
terutama pada tahap awal proses hukum.
3 Akademisi hukum | Mengungkapkan bahwa peran hakim praperadilan belum terlihat diperkuat
secara signifikan dalam pengawasan proses penyidikan.

No. Ringkasan Pernyataan Wawancara

4 Advokat Menyebutkan bahwa akses pembelaan hukum masih sangat bergantung pada
diskresi aparat penegak hukum.
5 Aktivis masyarakat | Menyoroti lemahnya mekanisme kontrol eksternal terhadap kewenangan
sipil aparat penegak hukum dalam KUHAP baru.
6 Praktisi peradilan Menilai adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan
kejaksaan dalam tahap penanganan perkara.
7 Akademisi hukum | Menyampaikan bahwa desain kewenangan dalam KUHAP baru cenderung
berorientasi pada efektivitas penegakan hukum.
8 Advokat Mengungkapkan kekhawatiran bahwa posisi tersangka menjadi semakin
lemah dalam relasi kuasa dengan penyidik.
9 Aparat penegak Menyatakan bahwa penguatan kewenangan diperlukan untuk mempercepat
hukum proses penanganan perkara pidana.

10 Akademisi hukum | Menilai bahwa prinsip checks and balances belum terformulasi secara tegas
dalam beberapa pasal KUHAP baru.

11 Aktivis masyarakat | Menganggap bahwa mekanisme akuntabilitas aparat masih bersifat internal
sipil dan belum transparan.

12 Praktisi hukum Menyatakan perlunya pengawasan yudisial yang lebih kuat untuk menjaga
keseimbangan relasi kekuasaan.

Diskusi

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP dipersepsikan sebagai
proses politik hukum yang sarat dengan ketegangan antara penguatan kewenangan negara dan

perlindungan prinsip demokrasi, khususnya supremasi hukum dan kebebasan sipil. Dominannya isu
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kebebasan sipil menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai pembaruan
normatif, tetapi juga sebagai regulasi yang berdampak langsung pada relasi negara dan warga negara.
Hasil ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa arah politik hukum pidana Indonesia
berada pada persimpangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia,
yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Namun demikian, berdasarkan dominasi kekhawatiran
informan terhadap pembatasan ruang sipil dan perluasan kewenangan aparat, pembaruan tersebut lebih
menunjukan kecenderungan memperkuat kapasitas kontrol negara daripada memperluas jaminan
kebebasan warga negara. Selain itu, dinamika tersebut juga memperlihatkan bahwa kebijakan hukum
pidana nasional cenderung dirancang seragam, sementara kondisi sosial, kapasitas kelembagaan, dan
kebutuhan penegakan hukum di tiap daerah sangat beragam. Akibatnya, implementasi norma baru

berpotensi menimbulkan ketimpangan penerapan antara wilayah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan studi yang menyoroti
kecenderungan perluasan kewenangan negara dalam sistem hukum pidana di negara-negara demokrasi
baru (Adinda et al., 2024). Sejumlah kajian di Indonesia juga menegaskan bahwa reformasi hukum
pidana kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan keamanan (Firdaus & Koswara, 2024), sehingga
berpotensi menggeser orientasi hukum dari perlindungan warga negara menuju pengendalian sosial
(Nugraha et al., 2025). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan
bahwa kekhawatiran tersebut tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga diungkapkan oleh
akademisi dan praktisi hukum, yang mencerminkan kegelisahan lintas aktor terhadap arah pembaruan
KUHP dan KUHAP. Dalam konteks tersebut, relasi pusat daerah menjadi faktor penting karena
efektivitas pelaksanaan hukum pidana sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum
di tingkat lokal, ketersediaan sumber daya, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan
kebijakan nasional dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini menunjukan bahwa sentralisasi

desain kebijakan tidak selalu diikuti kesiapan implementasi yang merata.

Temuan yang relatif berbeda muncul dari pandangan aparat penegak hukum yang menilai penguatan
kewenangan sebagai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana (Bebi et al.,
2025). Perbedaan perspektif ini menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas administratif
negara dan tuntutan perlindungan hak warga negara (Indah et al., 2024), sebagaimana dikemukakan
dalam teori negara hukum demokratis (Mila & Bunga, 2022). Secara teoritis, hasil penelitian ini
menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen kekuasaan yang tidak netral (Wibowo &
Sunaryanto, 2025), sehingga pembaruannya harus selalu ditempatkan dalam kerangka checks and
balances. Apabila penguatan kewenangan tidak diikuti mekanisme pengawasan yang efektif, maka
pembaruan KUHP dan KUHAP berpotensi menggeser prinsip negara hukum demokratis ke arah
legalisme prosedural yang menempatkan negara lebih dominan dibanding perlindungan hak warga
negara. Jika ketimpangan implementasi antarwilayah terus terjadi, maka kondisi tersebut berimplikasi

hukum terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan berpotensi
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melemahkan jaminan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang

adil sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan fokus pada persepsi normatif, sehingga
belum sepenuhnya menangkap dinamika implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam praktik. Oleh
karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan, termasuk kelompok
yang terdampak langsung, serta mengombinasikan analisis normatif dengan studi empiris atas
penerapan pasal-pasal tertentu. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperdalam pemahaman

mengenai dampak nyata politik hukum pidana terhadap demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHAP di Indonesia tidak semata-mata
merepresentasikan modernisasi hukum pidana, tetapi juga mencerminkan dinamika politik hukum yang
berimplikasi langsung terhadap supremasi hukum, kebebasan sipil, dan relasi kekuasaan dalam sistem
demokrasi. Temuan utama menunjukkan bahwa isu kebebasan sipil menjadi perhatian paling dominan,
diikuti oleh persoalan supremasi hukum dan penguatan kewenangan aparat penegak hukum, yang secara
kolektif menandakan adanya ketegangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak
warga negara. Hasil ini secara langsung menjawab tujuan penelitian dengan menegaskan bahwa arah
politik hukum pidana nasional masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan prinsip

negara hukum demokratis.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian politik hukum dengan memperkuat pemahaman
bahwa hukum pidana merupakan instrumen kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik
dan institusional. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan
dan penegak hukum untuk memperkuat mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak
asasi manusia dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru. Dengan demikian, penelitian ini
menegaskan pentingnya pendekatan checks and balances dalam setiap pembaruan regulasi pidana agar
tidak menggerus nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup
informan dan fokus pada analisis normatif serta persepsi aktor, sehingga belum sepenuhnya menangkap
dinamika implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam praktik peradilan pidana. Oleh karena itu,
penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas pendekatan empiris melalui studi kasus penerapan
pasal-pasal tertentu, melibatkan kelompok yang terdampak langsung, serta mengkaji dampak jangka

panjang reformasi hukum pidana terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
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